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Prakata

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah
Swt, atas berkat rahmatnya penyusunan buku “Serba
Serbi Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat
diselesaikan. Buku ini merupakan bagian dari buku seri
“Pustaka Covid-19” Nomor 3. Judul seri sebelumnya,
yaitu: Seri “Pustaka Covid-19” Nomor 1 dengan judul
“Kumpulan peraturan perundang-undangan terkait
dengan COVID-19. Dan Seri “Pustaka Covid-19” Nomor
2 dengan judul “COVID-19 : sumber dan rujukan karya
ilmiah.

Penerbitan  buku ini  bertujuan untuk
mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar. Buku ini terdiri dari
5 bagian, yaitu bagian 1 Pendahuluan, bagian 2
Kriterian Pembatasan Sosial Berskala Besar, bagian 3
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, bagian 4
Kriterian dan tatacara, dan bagian 5 Penutup. Serta
dilengkapi dengan Lampiran peraturan perundang-
undangan terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala

Besar.


https://ipi.web.id/
mailto:Suharyantomallawa@gmail.com

Pada kesempatan ini penyusun mengucapan
terima kasih kepada Bapak M. Syarif Bando, selaku
Pembina PP-IPI dan Bapak T. Syamsul Bahri, selaku
Ketua Umum PP-IPI yang telah memberikan
kesempatan kepada penyusun untuk membuat dan
menerbitkan buku ini. Dan juga kepada seluruh pembina
dan Pengurus lkatan Pustakawan Indonesia yang telah
mendukung dalam penyusunan dan penerbitan buku
ini. Terima kasih juga buat Pak Upriyadi, selaku Kepala
Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Pustaka, Perpustakaan  Nasional yang telah
memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini,
dan juga buat semua teman-teman di Bidang
Pengolahan Bahan Pustaka.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
pembaca dalam mencari rujukan tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar. Namun demikian, penyusun
menyadari akan kekurangan dari buku ini. Oleh karena
itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan
buku ini di masa mendatang Akhir kata penyusun
berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca dan menambah khasanah dalam penerbitan
buku di bidang perpustakaan.

Jakarta, 14 April 2020

Penyusun

Suharyanto
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‘Pengujian sampel secara masif
dengan pelacakan agresif serta
dilkuti isolasi yang ketat.”

‘
!

teknologi sehingga orang tidak perlu bertemu
dengan dokter atau ke rumah sakit, tapi bisa
konsultasi kesehatan awal lewat telemedicine.”

| 2 “Sarana prasarana medis menggunakan
|

il
|

— E ‘Komunikasi efektif yang memberikan
PTGy penjelasan secara transparan kepada

media dengan detil dan baik."

‘Penegakan hukum dengan bantuan aparat
negara. Sehingga masyarakat kita memiliki

kedisiplinan yang kuat utuk menghadapi ini.”
[

“Saya titip betul ini meskipun sudah saya sampaikan
5 berkali-kali, arus logistik jangan sampai tergangqu, baik
- dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang
logistik ke daerah-daerah.”

Stimulus ekonomi yang kita keluarkan harus betul-betul
tepat sasaran. Semua kebjjakan itu kita fokuskan pada

‘peiutusan rantai penyebaran covid 19.”

J - gé |
Selasa, 14 April 2020



Bagian 1
Pendahuluan

Berdasarkan data yang dilansir dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 per tanggal 14 April 2020, penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Indonesia adalah sebagai berikut : (1) terkonfirmasi sebanyak
4.389 orang, (2) Dalam perawatan 3.954 orang, (3) Sembuh 426 orang, (4)

Meninggal 459 orang!. Dengan penyebaran di 34 Provinsi di Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat
dan meluas lintas wilayah di Indonesia dan berdampak pada aspek politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan

masyarakat di Indonesia.

! https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/



https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/

Dalam upaya untuk penanggulan dan percepatan penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) pemerintah telah mengambil kebijakan, salah
satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar yang dituangkan

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Kebijakan ini juga diikuti
dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) pada pasal 1, disebutkan
bahwa Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus
Disease (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).




Penetapan suatu wilayah yang dikatagorikan sebagai Pembatasan Sosial
Berskala Besar haruslah mendapat persetujuan dari kementerian kesehatan
sebagaimana disebutkan pada pasal 2 “Dengan persetujuan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah
Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan
terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau
kabupaten/kota tertentu. Pelaksanaan Pembatasan sosial sosial berskala
besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya
ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional,

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan.
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Gambar 1. Penyebaran COVID-19 di Indonesia (sumber : https://www.covid19.go.id/situasi-

virus-corona/)
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Beberapa peraturan perundang-undang yang dapat digunakan dalam

penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), adalah sebagai berikut:

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19).

. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes
239.2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19)

. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes
248.2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-

19)




5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes

249.2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19)

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes
250.2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Kota Pekan Baru, Provinsi Riau dalam rangka percepatan penanganan

Corona Virus Disease (COVID-19)




Bagian 2.

Kriteria Pembatasan Sosial Berskala
Besar

Pada bagian kedua ini akan diuraikan tentang kriteria dan pengusulan
pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disadarkan pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta
pada tangga; 31 Maret 2020.

2.1 Kriteria PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenubhi riteria sebagai berikut:

a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan
menyebar secara siginifikat dan cepat ke beberapa wilayah; dan

b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau

negara lain




Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit dilakukan melalui peliburan
sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan atau
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan PBSS
harus mempertimbangkan kebutuhan Pendidikan, produktivitas kerja, dan
ibadah penduduk dan juga harus dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk” antara lain kebutuhan
pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-

hari lainnya.

2.2 Pengusulan PSBB

Pengusulan Pembatasan Sosial Berskala Besar suatu wilayah dengan langkah-
langkah sebagai berikut

(1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh

gbernur/bpati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan




(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan
memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

(3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk
menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu

(4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kepala daerah di

wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
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Gambar 2. Poster Pembatasan Sosial Berkala Besar (sumber : Kementerian Kesehatan, 2020)
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Bagian 3
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur di dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan

penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto dan
diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020. Peraturan tersebut
terdiri dari 6 bab dan 19 pasal dan dtambah dengan lampiran tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan

penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

PR -




Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 terdiri dari :

BabIl. Ketentuan Umum

Bab Il. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi :
Bagian kesatu kriteria.
Bagian Kedua Permohonan penetapan.Bagian Ketiga Tata
Cata Penetapan.

BAB Ill. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

BAB IV. Pencatatan Pelaporan

BAB V. Pembinaan dan Pengawasan

BAB VI. Ketentuan Penutup

Lampiran Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Susunan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdiri
dari:

A. Pendahuluan

B. Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar

C. Tata Cara Pembatasan Sosial Berskala Besar

D. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

E. Penutup

11



Bagian 4
Kriteria dan Tata Cara Pembatasan Sosial
Berskala Besar

4.1 Kriteria

1. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah
terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah
kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke
beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian
serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan
jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu
tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu

tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.

2. Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna diketahui
dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau kematian. Adanya
kecenderungan peningkatan kasus dan/atau kematian dalam kurun waktu

hari atau minggu menjadi bukti peningkatan bermakna

3. Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan dengan
melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit secara harian
dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran penyakit dalam

kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit

o oa &



4. Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus
penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan

merupakan kasus dari daerah lain

DASAR HUK UM LAMA PEMBERLAKUAN
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BAGIAN 5
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Penutup

Penerapan Pembatasan Berskala Besar dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sampai pada tangga;
14 April 2020 telah ditetapkan di 4 provinsi di Indonesia, yaitu:

1. Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.o1.07/Menkes
239.2020

2. ProvinsiJawa Barat (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten
Bekasi, dan Kota Bekasi) berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.o01.07/Menkes
248.2020

3. Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan
Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes

249.2020
‘ 4. Provinsi Riau (Kota Pekanbaru) berdasarkan Keputusan
| Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor

J HK.o1.07/Menkes 250.2020

L/
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LAMPIRAN 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19)



SALINAN

PRESIDEN
RERUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat .

SK No 022868 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019
{COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah
kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah
dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

bahwa  dampak  penyebaran  Corona  Virus
Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan
terjadi keadaan tertentu schingga perlu dilakukan
upaya penanggulangan, salah satunya dengan
tindakan pembatasan sosial berskala besar;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam  Rangka  Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



Menetapkan

SK No 022840 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2

2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan  Kesehatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2
(1) Dengan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan
terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu
provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

(2) Pembatasan . . .



SK No 022841 A

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) harus didasarkan pada
pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,
efektifitas, dukungan sumber daya, teknis
operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat
penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan
dan cepat ke beberapa wilayah; dan
terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian
serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit
meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas

umum.
Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap
mempertimbangkan kebutuhan pendidikan,
produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5

Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Pembatasan . . .



SK No 022842 A

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pasal 6
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan
memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dapat mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di wilayah tertentu.
Apabila menteri yang menyclenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui
usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, kepala daerah
di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar . ..



FPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 022864 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

L. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} telah dinyatakan oleh
World Health Organization (WHO} scbagai pandemic dan Indonesia
telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai
bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan
upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.
Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan
tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari
penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan
penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat
angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons
terhadap kedaruratan Kkesehatan masyarakat dalam bentuk
tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan
kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala
Besar.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas
wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus

dan/atau. ..
SK No 022844 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada
aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
rangka meneckan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pembatasan
terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi
atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Dacrah
berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Il. PASAL DEMI] PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2} . ..

SK No 022845 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk”

antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan
pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6487

SK No 022846 A



LAMPIRAN 2

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease  (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID -19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan
kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada
aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

b. bahwa World Health Organization (WHO} telah
menyatakan COVID-19 scbagai Global Pandemic tanggal
11 Maret 2020;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
{COVID 19} Sebagai Bencana Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Keputusan ', . .

SK No 010740 A



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

SK No 010748 A
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4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN
BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL.

Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagali
bencana nasional.

Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona’ Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) melalui sinergi antar kementenan/lembaga
dan pemerintah daerah.

Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19} di daerah, dalam menetapkan kebijakan di
daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pusat.

KEEMPAT: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA"
REPUBLIK INDONESIA

SK No 010750 A



LAMPIRAN 3

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam  rangka  percepatan
penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19)



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian
telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas
negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta
kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas, Menteri
Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial
berskala besar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 34);



Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

BAB II
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Bagian Kesatu

Kriteria



Pasal 2

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar,

suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit
meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke
beberapa wilayah; dan

terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di

wilayah atau negara lain.

Bagian Kedua

Permohonan Penetapan

Pasal 3
Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
di suatu wilayah berdasarkan permohonan
gubernur/bupati/walikota.
Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau
kabupaten/kota tertentu.
Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu
kabupaten/kota.

Pasal 4
Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan
permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada
Menteri harus disertai dengan data:
a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
b. penyebaran kasus menurut waktu; dan
c. kejadian transmisi lokal.
Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai

dengan kurva epidemiologi.



(3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta
penyebaran menurut waktu.

(4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan
epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan
generasi kedua dan ketiga.

(5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan
permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada
Menteri juga menyampaikan informasi mengenai
kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan
hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan,
anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial,

dan aspek keamanan.

Pasal 5
Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu
berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

Pasal 6
Permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu
pada Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan

Pasal 7
(1) Dalam rangka penetapan Pembatasan Sosial Berskala

Besar, Menteri membentuk tim.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan kajian epidemiologis; dan
b. melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi,
sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.
Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Daerah.
Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tim memberikan rekomendasi penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya

permohonan penetapan.

Pasal 8

Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya
permohonan penetapan.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi
tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 9
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan
atas dasar:
a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam
kurun waktu tertentu;
b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain
dalam kurun waktu tertentu; dan

c. ada bukti terjadi transmisi lokal.



(2) Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah
dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan
kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan
operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat

terdampak, dan aspek keamanan.

Pasal 10
Dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri dapat

mencabut penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 12
Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan
oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan

pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pasal 13
(1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan;
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

e. pembatasan moda transportasi; dan



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek
pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
selama masa inkubasi terpanjang dan = dapat
diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor
atau instansi strategis yang memberikan pelayanan
terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum,
kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas,
pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan,
komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi,
logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk

kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan
dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap
orang.

Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan
fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang
diakui oleh pemerintah.

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang

dan pengaturan jarak orang.

Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:

a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat
penjualan obat-obatan dan peralatan medis
kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok,
barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan

energi;



(8)

9)

(10)

(11)

b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain
dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan

c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk
kegiatan olah raga.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan
kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan
peraturan perundang-undangan.
Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam
bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan
sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan
lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan
peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:

a. moda transpotasi penumpang baik umum atau
pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang
dan menjaga jarak antar penumpang; dan

b. moda transpotasi barang dengan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek
pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah,
dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan
orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan

perundang-undangan.



(1)

(2)
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Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi
terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak
keamanan, pengelola/penanggung jawab  fasilitas
kesehatan, dan instansi logistik setempat.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan dalam rangka efektivitas dan kelancaran

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan

Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(1)

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16
Gubernur  dan/atau bupati/walikota  melakukan
pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar di masing-masing wilayahnya.
Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk digunakan
sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan oleh
Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), gubernur/bupati/

walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)
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Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga

lain di luar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ahli/pakar terkait.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. asistensi teknis; dan

c. pemantauan dan evaluasi.

Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan

dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya
yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar.

Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b dilakukan dalam rangka melakukan

pendampingan teknis dalam pelaksanaan Pembatasan

Sosial Berskala Besar.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka melakukan

penilaian keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam memutus rantai penularan yang

dibuktikan dengan:

a. pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjalan
baik;

b. penurunan jumlah kasus; dan

c. tidak ada penyebaran ke area/wilayah baru.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilaporkan kepada Menteri sebagai

pertimbangan dalam mencabut penetapan Pembatasan

Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada pasal

10.
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Pasal 18
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi
berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 326
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO
sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang
wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya
penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung
jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk
perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau
faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan
kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan
kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor
risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang,
dan/atau iingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan
masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu
tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala

Besar.
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Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin
meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi
dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga
diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran
COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau
barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk
mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum.

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah,
Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan
penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada
pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan
sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya,
dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan
menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul
gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang
ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial
Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja,
pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di
tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar
telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

tentang Kekarantinaan Kesehatan.
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Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang
mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala
Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya.
Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak
orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau
sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya
penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya
pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut.
Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi
berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi
tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan
pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan,
festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang

menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

KRITERIA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

1. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah
terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan
jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus
yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis
dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya,
penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri
didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau
kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran
kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan
ada bukti terjadi transmisi lokal.

2. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan
kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium
dengan Reverse Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR).

3. Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna
diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau
kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau
kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti

peningkatan bermakna.
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Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan
dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit
secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran
penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti
cepatnya penyebaran penyakit.

Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan
bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah

tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

TATA CARA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah ditetapkan oleh

Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut:

1.

Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menteri
disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti
ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas
kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk
obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga
termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada
Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
wilayah  tertentu, Dberdasarkan penilaian terhadap kriteria
Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Permohonan oleh gubernur/bupati/walikota dapat disampaikan
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau
kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi.

Permohonan dari bupati/walikota untuk lingkup satu
kabupaten/kota di wilayahnya.

Dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya ditetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka terlebih dahulu
berkonsultasi kepada gubernur dan Surat permohonan penetapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada gubernur.
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11.

12.

13.
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Dalam hal terdapat kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi
untuk ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama,
maka pengajuan permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar kepada Menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19). Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah yang daerahnya akan
ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat
disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada
alamat email psbb.covid19@kemkes.go.id.

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan
berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah
berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Kajian tersebut berupa kajian
epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial,
budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk
terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain
yang terkait dan para ahli.

Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial
Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan
penetapan.

Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data
dukung, maka Pemerintah Daerah harus melengkapi data dukung
paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan
selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri.

Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi
tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) paling lama disampaikan kepada
Menteri dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan

penetapan. Dalam hal waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka
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Menteri dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Formulir permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
oleh gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

sebagai berikut:

Kop Surat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Hal : Permohonan Penetapan Pembatasan

Sosial Berskala Besar
Sifat : Segera

Yth. Menteri Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ............... , bersama ini kami mohon
Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ..................

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan
dokumen pendukung mengenai:
Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
Penyebaran kasus menurut waktu;
Kejadian transmisi lokal; dan
Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup
dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

ahLb=

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri
Kesehatan diucapkan terima kasih.

Gubernur/Walikota /Bupati

(Nama)

Tembusan:

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)

2. Menteri Dalam Negeri

3. Gubernur (jika permohonan oleh Bupati/Walikota)
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Logo/Kop Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Hal : Permohonan Penetapan Pembatasan

Sosial Berskala Besar
Sifat : Segera

Yth. Menteri Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ............... , bersama ini kami mohon
Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ..................

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan
dokumen pendukung mengenai:
Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
Penyebaran kasus menurut waktu;
Kejadian transmisi lokal; dan
Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup
dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

aRrLb=

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri
Kesehatan diucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)

(Nama)

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri
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PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama

masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran

berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak

ditemukannya kasus terakhir.

1. Peliburan Sekolah

a.

Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian
proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan
proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling
efektif.

Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan,
penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap
dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang
paling efektif dengan mengutamakan wupaya pencegahan
penyebaran penyakit.

Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan,
pelatihan, penelitian yang Dberkaitan dengan pelayanan

kesehatan.

2. Peliburan Tempat Kerja

a.

Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah
pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya
dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga
produktivitas /kinerja pekerja.
Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau
instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait
pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan
pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan,
perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan
impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai
berikut:

1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
perusahaan publik tertentu seperti:

a) Kantor Pemerintah terkait aspek  pertahanan

keamanan:



2)

b)

d)

g)
h)

j)
k)
])

n)
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(1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

(2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI)

Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan

Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara,

penyeberangan, pusat distribusi dan logistik,

telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan

sanitasi)

Pembangkit listrik dan unit transmisi

Kantor pos

Pemadam kebakaran

Pusat informatika nasional

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

Kantor pajak

Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk

manajemen bencana dan peringatan dini

Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan

dan memelihara kebun binatang, pembibitan,

margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram

tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang

diperlukan.

Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti

asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus

bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap

mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit

(pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di

tempat kerja.

Perusahaan komersial dan swasta:

a)

Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan
barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang
penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras,
kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang
bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-

buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur



b)

d)

g)

h)

j)

k)
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ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum
dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah
makan/restoran, serta barang penting yang mencakup
benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin
untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen,
besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem
pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian
ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call
center perbankan dan operasi ATM.

Media cetak dan elektronik.

Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan
layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan
IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin
diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk
mobilitas penyelenggara telekomunikasi,
vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara
infrastruktur data.

Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau
barang pokok serta barang penting termasuk
makanan, obat-obatan, peralatan medis.

Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan
Minyak dan Gas Bumi.

Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan
distribusi.

Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan
oleh Bursa Efek Jakarta.

Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan
roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya
untuk mengangkut barang dan tidak untuk
penumpang.

Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold
storage).

Layanan keamanan pribadi.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah

minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya



3)

4)
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pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

Perusahaan industri dan kegiatan produksi:

a)

b)

g)

Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-
obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan,
perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan
zat antaranya.

Unit produksi, yang membutuhkan proses
berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang
diperlukan dari Kementerian Perindustrian.

Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral
dan  kegiatan yang terkait dengan = operasi
penambangan.

Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan,
obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.

Kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura.

Unit produksi barang ekspor.

Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta

produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah

minimum karyawan dan tetap mengutamakan wupaya

pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

Perusahaan logistik dan transportasi

a)

b)

)

d)

Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang
pangan atau barang pokok serta barang penting,
barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan
baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha
mikro kecil menengah.

Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan
penerbangan untuk angkutan barang.

Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan
penyelenggara pos.

Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah

minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya
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pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai
penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

Pembatasan Kegiatan Keagamaan

a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan
keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga
terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan
resmi yang diakui oleh pemerintah.

d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19
dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang
dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan
penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan

memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:

a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan
obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang
kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas,
dan energi.

b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka
pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua
instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi,
baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit
transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan
medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium
penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan
akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis,
perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya
tetap diizinkan untuk beroperasi.

c. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang
menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat
COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.

d. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas

karantina.
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e. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
f.  Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan
peraturan perundang-undangan.
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk
pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya
serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui
pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik,
olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.
Pembatasan Moda Transportasi
a. Transportasi yang mengangkut penumpang
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya
(kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan
jumlah penumpang.
b. Transportasi yang mengangkut barang
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya
tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:
1)  Angkutan truk barang utuk kebutuhan medis, kesehatan,
dan sanitasi
2) Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok
3) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang
seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu
distribusi ke pasar dan supermarket
4)  Angkutan untuk pengedaran uang
5) Angkutan BBM/BBG
6) Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan
baku industri manufaktur dan assembling
7) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor
8) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi
barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya)
9) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan
assembling

10) Angkutan kapal penyeberangan
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c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan

ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.

d. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk

bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan

kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait

tetap berjalan.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan

keamanan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan

keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi

militer /kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur

pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasi Militer:

1)

2)

3)

Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer
selain perang.

Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk
mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-
19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah
provinsi/kabupaten/kota.

Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam
rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan operasi POLRI:

1)
2)

3)

Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.
Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian
untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat
daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya

keamanan dan ketertiban masyarakat.
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PENUTUP

Pembatasan Sosial Berskala Besar akan berdampak pada
pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga
penanggulangan COVID-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan
masyarakat dapat berjalan efektif. Dalam menjalankan respons
kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan

kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO



LAMPIRAN 4

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes
239.2020 Tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di
wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka
percepatan penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/239/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH PROVINSI
DKI JAKARTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS

Menimbang

Mengingat

DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa data yang ada menunjukkan telah terjadi

peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang siginifikan dan cepat
serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di
wilayah Provinsi DKI Jakarta;

bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan
pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial,
ekonomi serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi
DKI Jakarta guna menekan penyebaran COVID-19
semakin meluas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



10.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19).
Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah
Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pemerintah  Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib
melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan secara konsisten
mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan
sehat kepada masyarakat.
Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa inkubasi
terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat
bukti penyebaran.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020

REPUBLIK/INDONESIA,

TERA AGUS PUTRANTO



LAMPIRAN 5

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes
248.2020 Tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di
wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor,
Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ 248 /2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH
KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN BEKASI,
DAN KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa data yang ada menunjukkan telah terjadi

peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat
serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di
wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok,
Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat;

bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan
pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial,
ekonomi, serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten
Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, guna
menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok,

Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa



Mengingat

Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
WILAYAH KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA
DEPOK, KABUPATEN BEKASI, DAN KOTA BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten
Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota
Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara



KETIGA

KEEMPAT

konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup
bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa inkubasi
terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat
bukti penyebaran.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal |( April 2020

MENTERI KE

EHATAN
REPHBLIK »!’I DONESIA,
- _/‘_" h \



LAMPIRAN 6

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes
249.2020 Tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di
wilayah Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/249/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH
KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, DAN KOTA TANGERANG
SELATAN, PROVINSI BANTEN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa data yang ada menunjukkan telah terjadi
peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat
serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di
wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan
pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial,
ckonomi, serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, guna menekan
penyebaran COVID-19 semakin meluas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
WILAYAH KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG,
DAN KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan secara konsisten
mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan
sehat kepada masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA dilaksanakan selama masa inkubasi
terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat
bukti penyebaran.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2020

SEHATAN

/. REPUBLIKINDONESIA,




LAMPIRAN 7

Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19)



SALINAN

(N

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 telah
ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 3723);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
326);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam
suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut
hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan
kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung
kesejahteraan masyarakat.

Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting
dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau
berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut
Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.



10.

11.

12.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah
Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut
Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat
Provinsi.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat
Kota/Kabupaten  Administrasi adalah  Gugus  Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi
untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan
pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.

membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau
barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19);

meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19);

memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona
Virus Disease (COVID-19); dan

menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19).



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pelaksanaan PSBB;

b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
selama PSBB;

c. sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

e. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19), Gubernur memberlakukan PSBB di
Provinsi DKI Jakarta.

(2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh
setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di
Provinsi DKI Jakarta.

(3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:

a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
dan

b. menggunakan masker di luar rumah.

(4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi
pendidikan lainnya;

aktivitas bekerja di tempat kerja;
kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
kegiatan di tempat atau fasilitas umum,;

kegiatan sosial dan budaya; dan

-0 a0 o

pergerakan orang dan barang menggunakan moda
transportasi.



(5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional
pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-
19 tingkat Provinsi.

(6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

(1) Selama  pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian
sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan
lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas
pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan
pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui
metode pembelajaran jarak jauh.

(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah
dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang
disesuaikan.

(4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta
pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB
diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan.

Pasal 7

(1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian
sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

a. lembaga pendidikan tinggi;
b. lembaga pelatihan;

lembaga penelitian,

o

d. lembaga pembinaan; dan

e. lembaga sejenisnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan
bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan
dengan pelayanan kesehatan.

(3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di
institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan
administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai
ketentuan teknis dari instansi terkait.



Pasal 8

(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan
PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan
lainnya wajib:

a.

b.

C.

memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan
terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan
pendidikan;

melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau
institusi pendidikan lainnya; dan

menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan
lainnya.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-
19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi
pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:

a.

b.

membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan
prasarana sekolah; dan

menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan
lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

(1) Selama  pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian
sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat
kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas
bekerja di rumah/tempat tinggal.

(3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian
sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib:

menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas
usaha tetap berjalan secara terbatas;

menjaga produktivitas/kinerja pekerja;

c. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease

(COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat
kerja; dan

memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar
Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(4) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

(1)

19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala
dengan cara:

a. membersihkan lingkungan tempat kerja;

b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat
bangunan tempat kerja; dan

c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak
berkepentingan.

Pasal 10

Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di
tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:

a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun
daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;

b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi
Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan
konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum
internasional;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam
penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau
dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. kesehatan;

bahan pangan/makanan/minuman;

energi;

komunikasi dan teknologi informasi;

keuangan,;

logistik;

perhotelan;

konstruksi;
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industri strategis;
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. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang
ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek
tertentu; dan/atau

11. kebutuhan sehari-hari.

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang
bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.



(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian
sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja
wajib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit
penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal
apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) untuk
melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
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penderita tekanan darah tinggi;
pengidap penyakit jantung;
pengidap diabetes;

penderita penyakit paru-paru;
penderita kanker;

ibu hamil; dan

usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:

I.

memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih
dan higienis;

. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan

dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19)
dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk
tindakan darurat;

menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan
guna meningkatkan imunitas pekerja,

melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai,
dinding dan perangkat bangunan tempat kerja,

melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh
karyawan yang memasuki tempat kerja serta
memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja
tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau
sakit;

mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer)  termasuk
menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan
mudah di akses pada tempat kerja;

menjaga jarak antar sesama karyawan (physical
distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
melakukan penyebaran informasi serta anjuran/
himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19)
untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat
kerja; dan



9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja
yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:

a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan
sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan
evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh
tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses
evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi
tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik
dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus
Disease (COVID-19) telah selesai.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman,
penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis
memiliki kewajiban untuk:

a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara
langsung (take away), melalui pemesanan secara
daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;

b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling
sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan,;

c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses
penanganan pangan sesuai ketentuan,

d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau
penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung
dengan makanan siap saji dalam proses persiapan,
pengolahan dan penyajian,

e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam
pengolahan makanan sesuai standar;

f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan
peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang
bersentuhan langsung dengan makanan,

g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi
pelanggan dan pegawai,

h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan
suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak
nafas; dan

i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan
sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai
pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
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(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:

a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin
melakukan isolasi mandiri;

b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar
hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service),

c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan
hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam
area hotel,

d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh
diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk
masuk hotel; dan

e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung
tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan
dan kesehatan kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat Kkerja
memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan
dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di
kawasan proyek; dan

b.pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi
wajib:
1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan

pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di
kawasan proyek;

2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya
dilakukan di dalam kawasan proyek;

3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup
sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan
proyek;

4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang
dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu,
yang memiliki suhu badan di atas normal untuk
berada di dalam lokasi kerja;

6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye,
promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease
(COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi
hari atau safety morning talk; dan

7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan
pekerja selama berada di kawasan proyek.
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(6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat
Provinsi dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor
yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas
bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 11

(1) Selama  pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian
sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di
tempat tertentu.

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah
ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah
masing-masing.

(3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah
ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan,
lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan
seperti biasa.

Pasal 12

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah
ibadah wajib:

a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah
masing-masing untuk tetap melakukan kegiataan
keagamaan di rumabh,;

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan

c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-
19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:

a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya,

b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat
bangunan rumah ibadah; dan

c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak
berkepentingan.
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Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum
Pasal 13

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan
kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat
atau fasilitas umum.

(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup
sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan
penduduk selama pemberlakuan PSBB.

(3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
penduduk untuk:

a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-
hari; dan

b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
(4) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat
Provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk

yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan,
pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:

a. bahan pangan/makanan/minuman,

b. energi;

c. komunikasi dan teknologi informasi;

d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
e. logistik.

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. penyediaan barang retail di:
1. pasar rakyat;

2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket,
hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang
berdiri sendiri maupun yang berada di pusat
perbelanjaan; atau

3. toko/warung kelontong.
b. jasa binatu (laundry).

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama
pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan
kegiatan sebagai berikut:

a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau
jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
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b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli
konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;

c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan
dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta
memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang
mengalami demam ringan atau sakit;

e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen
(physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling
sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian
kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
dan

g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan
fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh
konsumen dan karyawan.

Pasal 15

(1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara
terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan
PSBB.

(2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah
tinggal.
Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara
atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan
kerumunan orang.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau
pertemuan:

a. politik;

olahraga;

hiburan;

. akademik; dan

o oo T

budaya.
Pasal 17

(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
untuk kegiatan:

a. khitan;

b. pernikahan; dan

c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena
Corona Virus Disease (COVID-19).
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(2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas;

c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian,;
dan

d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing)
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas;

c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang
keramaian; dan

d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing)
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian
yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. dilakukan di rumah duka;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan

c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing)
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat
Provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk
yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunakan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang
Pasal 18

(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan
orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
(2) Dikecualikan  dari  penghentian  sementara  kegiatan
pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
jenis moda transportasi:
a. kendaraan bermotor pribadi,
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan

c. angkutan perkeretaapian.
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(3) Dikecualikan  dari  penghentian  sementara  kegiatan
pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk semua jenis moda transportasi.

(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan
untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok
dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker di dalam kendaraan;

d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh
persen) dari kapasitas kendaraan; dan

e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas
normal atau sakit.

(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti
ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok
dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah
selesai digunakan;

c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan

d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan
diatas normal atau sakit.

(6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya
hanya untuk pengangkutan barang.

(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum,
angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang
diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh
persen) dari kapasitas angkutan;

b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait;

c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi
yang digunakan;

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas
dan penumpang yang memasuki moda transportasi;

e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi
tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau
sakit; dan

f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing)
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(8) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat
Provinsi dapat menambahkan menambahkan jenis moda
transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara
moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).



16

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB;

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban
Pasal 19

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI
Jakarta mempunyai hak yang sama untuk:

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta,;

b. mendapatkan  pelayanan  kesehatan dasar sesuai
kebutuhan medis;

c. memperoleh data dan informasi publik seputar Corona
Virus Disease (COVID-19);

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar
Corona Virus Disease (COVID-19); dan

e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Corona
Virus Disease (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus
Disease (COVID-19).

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat
Provinsi.

Pasal 20

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI
Jakarta wajib:

a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan

c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease (COVID-19),
setiap penduduk wajib:

a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Corona
Virus Disease (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi
(contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa
oleh petugas;

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau
shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai
rekomendasi tenaga kesehatan; dan

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri

dan/atau keluarganya terpapar Corona Virus Disease
(COVID-19).
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(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat
Provinsi.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB
Pasal 21

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan
sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam
memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung
lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif
kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan
PSBB.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk:

a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku
usaha;

b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan vyang
terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau

c. bantuan lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 23

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan
penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi
DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun
basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan
penyaluran sumber daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka
penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.
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Pasal 24

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi
kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai
pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:

a.dukungan sumber daya manusia;
b.sarana dan prasarana,;
c. data dan informasi;

d.jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB
dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan
PSBB dalam memutus rantai penularan Corona Virus Disease
(COVID-19).

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan
wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan
sesual dengan wewenang dan tanggung jawab.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:

a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur ini;
b. jumlah kasus; dan

c. sebaran kasus.
Pasal 26

(1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan
Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan
pemantauan pelaksanaan PSBB.

(2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan
masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkatan
wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.
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BAB VII
SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk sanksi pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 55003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHU S IBUKOTA JAKARTA,

-

Y YAN YUHANAH
NIP 196508241994032003



LAMPIRAN 8

Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020
Tentang Pemberlakuan  Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 380 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan pemberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19} di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); '

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6487);

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326};

6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020
Nomor 55003);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama
14 {empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2020
sampai dengan tanggal 23 April 2020,

Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan
aktivitas di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan
pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang
selama 14 (empat belas) hari berdasarkan rekomendasi Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 10 April
2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

Tembusan:

. Menteri Dalam Negeri

Menteri Kesehatan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
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